Hukum Acara Perdata :
Gugatan cuhkup ditujukan kepada yang secara feitelijk me-
nguasai barang-barang sengketa.

Putusan Mahkamsh Agung tgl. 1-8—1983 No. 1072 K/Sip/1982

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
- YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara -

1. Saripah Ragwan Alatas,

2. Hamid Alhamid,

3. Nursidah Althamid,

4, Hasan Alhamid, nomor 1, 2, 4 bertempat tinggal di kampung
Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten daerah tingkat 1
Gorontalo:

Nomor 3 tempat tinggal di kampung Kayubulan, kecamatan
Limboto. kabupaten daerah Tingkat 11 Gorontali, datamn hal
ini semuanya memberikan kuuasa Kepada Isa Sudai. bertem-
pat tinggal didesa Kayuban, kecamatan Limboto, kabuputen
daerah tingkat I Gorontulo. pemohon-pemohon  kasusi.
dahuly penggugat-penggugat-pembanding :

melawan:

1. Pr. Eci Kundere,

2. Pr. Dince Kundere,

3. Lk. Emil Mapaliey, semuanya bertempat tinggal di Kampung
Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten dacrah tingkat
I1 Gorontalo :

4. Pr. Alwlah, Alhamid,

' 5. Pr. Mas'ad Alhamid, kedua-duanya tidak diketahui lagi ala-
matnya dengan pasti, termohon-termohon kasast, dahulu ter-
gugat-tergugat I §/d II1 terbanding dan turut tergugat-tergugat
LIl - turut terbanding ;
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Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa seka-
rang pemohon-pemohon kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah
menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat-tergu-
gat asli dan turut tergugat-tergugat asli ‘dimuka persidangan Pengadilan
Negeri Liniboto pada pokoknya atas.dalil-dalil : -

bahwa semasa hidupnya suami penggugat asli I dan ayah dari
penggugat-penggugat asli II s/d IV serta para turut tergugat asli yang
bernama Mohamad Alhamid, ada. mempunyai sebidang tanah/kintal
yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut
dalam surat gugatan ; :

bahwa sampai saat ini harta peninggalan tersebut belum dibagi
wariskan kepada para ahli warisnya ;

bahwa pada sekitar tahun 1940, telah datang kepada almarhum
Mohamad Alhamid seorang yang bermnama Temei Muru untuk minta
izin membangun sebuah warung diatas tanah kintal tersebut ;

bahwa pada tahun 1941 dengan tanpa sepengetahuan Mohamad
Alhamid (aimarhum), warung tersebut telah dioperkan oleh Temei
Muru kepada Levran Kundere yaitu suami tergugat asli 1 dan ayah ter-
gugat asli I dan I,

bahwa pada sekitar tahun 1960 para tergugat asli telah mengum-
pulkan bahan-bahan untuk membangun warung tersebut, dan hal ter-
sebut telah dilarang oleh penggugat-penggugat asli, namun larangan ter-
sebut tidak dihiraukannya ;

bahwa penggugat-penggugat asli juga telah melaporkan perbuatan
tergugat-tergugat asli tersebut kepada Kepala Kampung Gentuma tetapi
juga tidak dihiraukan oleh para tergugat asli ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-penggugal
asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Limboto supaya memberikan
putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik
atau peninggalan dari almarhum Mohamad Alhamid yang patut diwarisi
oleh akhli warisnya ialah para penggugat dan turut tergugat .

3. Membatalkan segala surat-suratan yang ditimbulkan oleh para
tergugat atas tanah sengketa tersebut baik berupa izin membangun wa-
. rung atau sabua maupun jual beli warung tersebut antara Temei Muru
dan Levran Kundere ;
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4. Menetapkan menurut hukum kepada para tergugat untuk segera
menyingkir dan menghampahkan tanah sengketa tersebut atau siapa
saja yang mendapat hak dari mereka, dan kemudian pasrahkan kepada
para penggugat dan turut tergugat bila perlu dengan bantuan usiran
Polisi ;

5. Putusan dapat dijalankan terlebih dahuiu biarpun para tergugat
ada mengajukan verzet, banding dan kasasi ;

6. Menghilkum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Lim-
boto yaitu dengan putusannya tariggal 30 Pesember 1980 No. 79/Pdt/
1979/PNL. ; '

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-
penggugat telah dibatalkan oleh Pergadilan Tinggi Manade dengan pu-
tusannya tanggal 14 Oktober 1981 No. 72/PT/1981, yang amarnya ber-
bunyi sebagai berikut : .

Menerima permohonan banding dari para penggugat-pembanding
tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan N egeri Limboto tertanggal 30
Desember 1980 No. 79/PN/1979 yang dimohonkan banding itu ;

Dan dengan mengadili sendiri ;

Menyatakan gugatan para penggugat-pembanding tidak dapat di-
terima ;

Membebankan semua ongkos-ongkos perkara pada kedua tingkat
peradilan ini kepada para penggugat-pembanding tersebut, yang untuk
tingkat banding dianggarkan Rp. 1.925,~ (seribu sembilan ratus dua
puluh lima rupiah ),

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggu-
gat-penggugat-pembanding pada tanggal 28 Nopember 1981 kemudian
terhadapnya oleh penggugat-penggugat-pembanding (dengan peraturan
kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari
1981) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada
tanggal 6 Januari 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.
79/PDT/1979 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto,
permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasan yang di-
terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Ja-
nuari 1982 ; '
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bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat—terbanding yang pada
tanggal 27 Maret 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
penggugat-penggugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi
yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal
7 April 1982 ;

Menimbang terlebih dahuly, bahwa dengan berlakunya Undang-
undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekua-
saan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun
1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang
lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasai
49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka
Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara
kasasi yang harus dipergunakan ; '

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undarig-undang No.
14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 ha-
rus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berla-
ku itu bukan Undang-undang No. | tahun 1950 secara keseluruhan, me-
lainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-
undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-
undang No. 14 tahun 1970

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum ucara
kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang
No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang
No. 14 tahun 1970 ; ‘

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan-
nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama di-
ajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentu-
kan dalam undang-undang, maka oteh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ¥ diajukan oieh pe-
mohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya jalah :

1. Bahwa segala tangkisan, upaya pembuktian serta memori ban-
ding yang pernah pemohon-pémohon kasasi kemukakan dan ajukan
pada Pengadilan terdahulu, adalah menjadi bagian dari pada memori
kasasi ini, sehingga dimohon kepada Hakim Agung yang terhormat
berkenaan menelaannya bersama-sama ; :

9. Bahwa sekalipun Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya
tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No.
79/Pdt/1979 sebagaimana yang dimohonkan banding oleh pemohon-
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pemohen kasasi, namun dalam putusan casu qua ternyata Hakim Ban-
ding Pengadilan Tinggi Manado menyatakan tidak menerima gugatan
pemohon-pemohon kasasi dengan alasan tidak ditariknya Temei Muru
untuk menjadi salah satu pihak dalam perkara ini. Bahwa pertimbangan
Hakim Banding tersebut tidak dapat dipénuhi oleh karena orang yang
bernama Temei Muru tersebut telah meninggal dunia pada masa pendu-
dukan Jepang di Indonesia, sebagaimana keterangan/kesaksian yang
kari lampirkan sekaligus menjadi bagian dari pada memori ini ;

3. Bahwa pemohon-pemohon kasasi telah berhasil membuktikan
kebenaran-kebenaran dalil gugatannya sebagaimana terurai dalam me-
mori banding ;

4. Bahwa termohon-termohon kasasi yang membantah dalil guga-
tan pemohon-pemohon kasasi, ternyata tidak dapat membuktikan ke-

benaran dalil-dalil bantahnya tersebut :

Termohon-termohon kasasi mendalilkan bahwa tanah in litis dibeli
oleh Levran Kundere dari Muhamad Alhamid, ternyata bukti-bukti
yang diajukan oleh termohon-termohon kasasi tidak memenuhi keten-
tuan hukum pembuktian, yakni hanya satu bukti saksi Iman Patylima
yang diragukan ;

Bahwa tentang lamanya termohon-termohon kasasi menempati/me-
nguasai tanah in litis tidak dapat dipertimbangkan untuk keabsahan pe-
milikan atas tanah tersebut, karena Hukum Indonesia tidak mengenal
lembaga Kadaluwarsa, apalagi yar_l'g berhubungan dengan waris-waris-
nya ;

Bahwa produk T.V. yang ditandai jempol oleh pemohon kasasi yang su-
dah dibantah sebagaimana terurai dalam memor. banding, pula bukti
T.V tersebut harus dikesampingkan sebab terdapat usaha manipulasi
termohon-termohon kasasi yang menunjukkan tidak adanya itikad baik
mereka ialah dengan adanya tambahan kata-kata "sesama kintal” pada
alinea III, dan ternyata gambar situasi tanah yang menjadi lampiran
bukti T.V tersebut merupakan tulisan baru yang berbeda dengan tulisan
bukti T.V, itu sendiri ;

Formil dari bukti T.V tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-un-
dang tentang pemindahan hak suatu tanah :

Dengan meninggalnya Muhamad alhamid maka kedudukan tanah in litis
dalam pembagian hak waris kepada pemohcen-pemohon kasasi adalah
kalau menurut Hukum adat, maka hak istri (penggugat I) seperdua ba-
gian dan hak anak-anak (penggugat lainnya) seperduanya. Sedangkan
menurut hukum Islam, maka hak istri (pengrugat I) adalah | /3 bagian
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saja. Oleh karenannya keterlibatan pemohon kasasi dalem bukti T.V.
tersebut tidak menghilangkan hak waris penggugat-penggugat lainnya
selaku anak-anak yang mempunyai hak waris langsung dari Muhamad
Alhamid ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan  kasasi
yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi tersebut menurut penda-
pat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerap-
kan hukum acara, karena seharusnya orang yang bernama Temei Muru
tidak perlu digugat sebagai pihak sekalipun yang bersangkutan dijadikan
alasan seperti didalilkan dalam posita gugatan pemohon-pemohoh kasa-
sasi/penggugat-penggugat asal :

Bahwa sudahiah cukup dan tepat apabila gugatan pemohon-pe-
mohon kasasi/penggugat—penggugét asal ditujukan kepada termohon-
termohon kasasiftergugat-tergugat asal sebagi pihak, karena yang seca-
ra feitelijk termohon-termohon kasasi/ tergugat-tergugat asal yang me-
nguasai barang-barang sengketa dan tidak perlu mengikut sertakan
Temei Muru sebagai pihak ; ' '

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ‘diatas ma-
ka perpohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi
Saripah Ragwan Alatas dan kawan-kawan dapat diterima dan Mahka-
mah Agung akan menibatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado
tanggal 14 Oktober 1981 No. 72/PT/1981, akan tetapi karena Pengadil-
an Tinggl Manado sebenarnya belum memeriksa pokok perkaranya da-
lam tingkat banding, maka kepadanya harus diperintahkan untuk me-
meriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkara-
nya;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sepan-
tasnya dibebankan kepada pihak termohon-termohon kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970,
Undang-undang Nc¢. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun
19350 :

MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi : 1.
Saripah Ragwan Alatas, 2. Hamid Alhamid, 3. Nursidah Alhamid, 4.
Hasan Alhamid tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Okto-
ber 1981 No. 72/PT/1981 ;
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Memerintahkan Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa kem-
bali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya dalam ting-
kat banding ; .

Menghukum termohon-termohon kasasi akan membayar biaya per-
kara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,~ (sepu-
luh ribu rupiah) ,

Demikianlah. diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 1983 dengan R. Djoko Soe-
gianto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung se-
bagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno SH dan R. Roeskamdi SH,
sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka
pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 1983 oleh Ketua Sidang tersebut,
dengan dihadiri oleh Kohar Hari Soemarno SH dan M. Yahya Harahap
. SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Mawardi D. Thoha SM. HK, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
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